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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses Reformasi telah membawa Bangsa dan Negara Republik Indonesia untuk mengenali jati dirinya. Dalam rangka melancarakan pelaksanaan pembangunan, yang tersebar di seluruh pelosok negara, dan dalam rangka membina kesetabilan politik serta kesatuan bangsa maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan tanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan pembangunan daerah. Dengan demikian lewat Otonomi Daerah pemerintah pusat secara tidak langsung dapat mendistribusikan gerak pembangunan dan tanggung jawab keseluruh penjuru daerah. Otonomi Daerah mendorong kemandirian daerah secara harmonis dan berlomba-lomba secara luas dengan daerah lainnya. Pemerintah pusat cukup mengikuti arah dan menjaga kesetabilan politik dan ekonomi nasioanal. 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Otonomi Daerah lahir karena di anutnya asas desentralisasi yaitu kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, pelaksanaan di titik beratkan pada Kabupaten/Kota harus mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga pengelolaan kewenangan daerah menjadi satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Adanya pergeseran suasana dan pergeseran politik di Indonesia yang tergambar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan mengenai masalah kewenangan pembagian urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahtraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Otonomi Daerah merupakan proses bernegara yang tidak pernah tuntas, dan akan mengalami perubahan terus-menerus baik karena ada tuntutan baru yang sesuai keadaan, juga kebutuhan adanya koreksi atas kelemahan formulasi atau karena faktor perubahan lingkungan intern dan ekstern. Hal ini sejalan dengan pendapat Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Menyongsong Fajar dalam Otonomi Daerah, bahwa :

“Sejarah ketatanegaraan Indonesia sudah sejak semula meletakkan Otonomi Daerah sebagai salah satu sendi paling penting, penyelenggaraan pemerintahaan negara. Otonomi Daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak dan berpula-pulau. Lebih dari itu Otonomi Daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraaan umum” (Manan,2004:3).

Kalau kita menelaah kembali makna dari Otonomi Daerah, bahwa kata Otonom atau Automi berasal dari Bahasa Yunani yaitu Auto yang berarti hukum atau peraturan, secara harfiah Otonomi adalah peraturan sendiri atau mengatur diri sendiri.

Pembagian Otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu di berikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya. Penyerahan urusan-urusan pemerintahan kepada daerah di lakukan secara bertahap di sesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah yang satu dengan yang lainnya.

Secara politisi kewenangan pada masing-masing daerah merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi. Pada prinsipnya acuan dasar dari Otonomi Daerah telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah yang keduanya tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelanggaran Otonomi Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Perubahan-perubahan yang terjadi akibat diberlakukannya berbagai Undang-Undang tersebut, mempunyai implikasi yang sangat luas dan mendalam, baik pada dimensi kewenangan, kelembagaan, sistem dan prosedur, serta dimensi personil dari birokrasi publik dan institusi politik.

Secara teknis masih terdapat sejumlah persiapan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menjamin kewenangan dan fungsi-fungsinya tersebut secara efektif. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana fungsi-fungsi  tersebut  yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah yaitu DPRD harus mampu menciptakan check and balance supaya pelaksanaan Otonomi Daerah dapat terwujud dengan baik. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, kepada DPRD disamping di berikan tugas, wewenang dan hak-hak juga diberikan fungsi-fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan yang sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam ruang lingkup sebagai Lembaga Legeslatif Daerah. Dengan diberikan fungsi tersebut, dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dari sisi kemitra sejajaran dengan Lembaga Eksekutif dalam menyusun anggaran, menyusun dan menetapkan berbagai Peraturan Daerah, serta dari sisi kontrol adalah sejauh mana DPRD telah melakukan pengawasan secara efektif terhadap Kepala Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau kebijakan publik yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan pokok. Yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengoptimalisasi Otonomi Daerah. Untuk kajian tersebut peneliti mengangkat judul sebagai berikut: “PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN GARUT DALAM MENGOPTIMALISASI OTONOMI DAERAH”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Garut dalam mengoptimalisasi Otonomi Daerah di Kabupaten Garut?

2. Bagaimana pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Garut dalam mengoptimalisasi Otonomi Daerah di Kabupaten Garut?

3. Bagaimana pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Garut dalam mengoptimalisasi Otonomi Daerah di Kabupaten Garut?

1.3 Maksud dan Tujuan Kuliah Kerja Lapangan

Maksud dari Kuliah Kerja Lapangan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Garut dalam mengoptimalisasi Otonomi daerah di Kabupaten Garut.

Sedangkan tujuan dari Kuliah Kerja Lapangan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Garut dalam mengoptimalisasi Otonomi Daerah di Kabupaten Garut.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Garut dalam mengoptimalisasi  Otonomi Daerah di  Kabupaten Garut.

3. Untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Garut dalam mengoptimalisasi Otonomi Daerah di Kabupaten Garut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan penulis, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten  Garut dalam  mengoptimalisasi Otonomi Daerah khususnya di Kabupaten Garut.

2. Bagi kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan dan informasi bagi ilmu yang dipelajari dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bagi kegunaan peraktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran. Informasi dan solusi dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Garut dalam  mengoptimalisasi Otonomi Daerah di Kabupaten Garut.

1.5 Kerangka Pemikiran

Otonomi Daerah merupakan suatu bentuk perwujudan dari reformasi dalam rangka mewujudkan demokratisasi di Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan harapan kita bersama, dengan tujuan untuk menciptakan dan mempercepat kesejahtraan masyarkat. Melalui pendelegasian atau devolusi kewenangan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan begitu, Otonomi Daerah dapat mendorong kemandirian daerah secara harmonis dan berlomba-lomba secara luas dengan daerah lainnya. Dengan pengertian dasar tersebut, maka rumusan-rumusan Otonomi Daerah dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:

 “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 5, 2004:4).

Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Otonom dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:

“Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarkat yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang berwewnang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI)” (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 6, 2004:4).

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Otonomi Daerah merupakan pendelegasian wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mendorong kemadirian daerah secara harmonis.

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membentuk kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahtraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab:

1. Nyata, berarti daerah telah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan, dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

2. Bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

Untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan dapat terwujudnya otonomi yang seluas-luasnya, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka titik berat Otonomi Daerah perlu diletakan di Kabupaten/Kota yang kedudukannya langsung berhubungan dengan masyarakat. Harus diakui, pelaksanaan Otonomi Daerah memang lebih sulit dan kompleks dibandingkan dengan yang serba seragam. Tetapi, hal yang merupakan upaya maksimum untuk mewujudkan cita-cita otonomi yaitu masyarakat daerah yang demokratis dan sejahtera. Menurut Bagir Manan Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Bahwa : 

“Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keraguan daerah” (Manan, 2004:7-17).

Dalam menjalankan pelaksaaan otonomi yang seluas-luasnya, DPRD memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam hal membantu yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pelaksanaannya uuntuk mencoba dan merumuskannya.. Dengan rumusan diatas, berarti daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan dan fungsi pemerintahannya. 

Keterlibatan DPRD sebagai pemegang peran dalam pelaksanaan Otonomi Daerah secara bersama di ikutsertakan dalam pelaksanaan akan memancing proses serta hasil yang jauh lebih optimal dari pada cara yang di terapkan saat ini. Jadi peran serta DPRD dalam pelaksanaan Otonomi Daerah ini sangat penting. DPRD merupakan pemegang peran dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Sebagai pemegang peran DPRD mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional sesuai dengan harapan masyarakat  

Berikut adalah Tugas dan Wewenang dari DPRD:

b. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;

c. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah;

d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah;

e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Mentri Dalam Negri bagi DPRD Provinsi dan Kepada Mentri dalam Negri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;

f. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;

g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

i. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

j. Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah;

k. Melakukan pengawasan dan meminta laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggraan pemilihan Kepala Daerah;

l. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah

(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pasal 42 ayat 1, 2005:33).

Selain diberi tugas dan wewenang DPRD mempunyai hak, hak yang dimiliki DPRD adalah: (1). Hak Interpelasi; (2). Hak Angket; (3). Hak Menyatakan Pendapat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 43 Ayat 1, 2005:32).

Hak Interplasi adalah mengajukan usul mengenai kebijakan mengenai Pemerintah Daerah yang penting dan strtegis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara.

Hak Angket adalah hak penyelidikan terhadap kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strtegis serta berdampak luas pada kehidupam masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

 Hak Menyatakan Pendapat adalah hak pernyataan pendapat terhadap kebijakan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi daerah. 

DPRD adalah Lembaga Legeslatif Daerah dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Dalam pelaksanaan Otonomi daerah, DPRD di harapkan dapat berperan secara optimal sesuai dengan fungsinya yaitu: (1). Fungsi Legislasi; (2). Fungsi Anggaran; (3). Fungsi Pengawasan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41, 2005:32).

Fungsi Legislasi DPRD tersebut diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama dengan Kepala Daerah, Fungsi Anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah dan Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

 Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi DPRD merupakan faktor paling penting terhadap berhasil tidaknya pelaksanaan Otonomi Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode

Sesuai dengan masalah yang deteliti pada saat ini. Berhubungan yang terjadi sekarang. Maka dasar-dasar yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam penelitian adalah berdasarkan sautu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyususnan dalam melakukan penelitian dan pengamatan.

Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode ini menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. 

“Metode deskriftif adalah suatu metode dalam memilih suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang” (Nasir,1998:5).

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

1. Studi pustaka, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi, yaitu cara menghimpun data dengan melakukan peraktek kerja lapangan ke instasi yang terkait.

1.6.3 Analisis Data

Suatu kegiatan yang mengacu pada penelahaan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan diantara bagian dalam keseluruhan.

Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kulitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisi yaitu bentuk anlisi untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan.

2. Sajian data

Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan.

3. Kesimpulan akhir pada penelitian kulitatif tidak akan ditarik kecuali setelah Diproses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu diverfikasi dengan cara melihat dan mempertanyakannya kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

1.7 Jadwal dan lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis laksanakan yaitu pada Kantor DPRD Kabupaten Garut. Adapun jadwal penelitian yang telah direncenakan selama 6 (enam) Bulan yaitu dari Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2005 yang terdiri atas:

1. Mengajukan surat permohonan ke Kantor DPRD Kabupaten Garut.

2. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan

3. Pengumpulan Data.

4. Penulisan Laporan.

5. Pengumpulan laporan 

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

	No
	Kegiatan
	Tahun 2006

	
	
	Jul
	Agus
	Sep
	Okt
	Nov
	Des

	 1
	Mengajukan surat ke kantor

DPRD

Kabupaten Garut
	
	
	
	
	
	

	2
	Pelaksanaan

Kuliah Kerja Lapangan
	
	
	
	
	
	

	3
	Pengumpulan Data
	
	
	
	
	
	

	4
	Penulisan Laporan
	
	
	
	
	
	

	5
	Pengumpulan Laporan
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